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EVALUASI TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) DI  

DESA GADING SARI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR  

  

  

ABSTRAK  

Oleh  

Susi Lestari Telaumbanua  

Salah satu permasalahan yang selalu dialami oleh Negara berkembang adalah masalah 

kemiskinan, tidak terkecuali Negara Indonesia. Untuk mempercepat upaya pengentasan 

kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan 

Pengentasan Kemiskinan (PKH) sejak tahun 2007 didalam program tersebut memberikan 

bantuan langsung tunai dan memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan 

kepada masyarakat miskin. Oleh sebab itu PKH di Desa Gading Sari perlu dilakukan 

evaluasi penelitian, apakah dengan adanya PKΗ di Desa Gading Sari dapat mengatasi 

permasalahan kemiskinan yang ada selama ini. Permasalahannya adalah ditemukan 

beberapa indikasi kurang akuratnya data masyarakat miskin yang diragukan sehingga 

berdampak pada ketepatan penyaluran bantuan sosial PKH kepada masyarakat yang 

berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) serta untuk mengevaluasi dampak dalam pelaksanaan PKH di Desa 

Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Indikator penilaian yang digunakan 

meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Perataan, dan Ketepatan. Tipe 

penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya 

menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosialnya. Berdasarkan 

teknik analisis penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar belum semuanya berjalan dengan baik, karena Program ini 

mempunyai dampak positif dan negative. Dampak Positifnya yaitu dengan adanya 

bantuan Program ini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bisa 

untuk memenuhi keperluan sekolah. Sedangkan dampak negativenya, yakni nama 

penerima tidak sesuai dengan kriteria penerima. Hal itu terjadi karena belum terbarunya 

data dari Pusat. Kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan wawancara dari sejumlah 

key infroman dan informan yang menjadi subjek penelitian.  

Kata Kunci : Kebijakan, Kebijakan Publik, Evaluasi Program, PKH, Kemiskinan  
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EVALUATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN GADING SARI  

VILLAGE TAPUNG DISTRICT KAMPAR REGENCY  

  

  

ABSTRACT  

By  

Susi Lestari Telaumbanua  

  

One of the problems that developing countries always experience is the problem of 

poverty, including Indonesia. To accelerate efforts to eradicate poverty, the Indonesian 

government has implemented the Family Hope for Poverty Alleviation Program (PKH) 

since 2007 in which the program provides direct cash assistance and provides assistance 

in empowerment efforts to poor communities. Therefore, it is necessary to research the 

effectiveness of PKH in Gading Sari Village as to whether the existence of PKH in 

Gading Sari Village can overcome the problem of poverty that has existed so far. The 

problem is that several indications of inaccurate data on poor communities have been 

found which are questionable, which has an impact on the accuracy of the distribution of 

PKH social assistance to eligible communities. This research aims to evaluate the 

mechanism for implementing the Family Hope Program (PKH) and to evaluate the 

impact of implementing PKH in Gading Sari Village, Tapung District, Kampar Regency. 

The assessment indicators used include Effectiveness, Efficiency, Adequacy, 

Responsiveness, Alignment and Accuracy. This type of research uses Qualitative 

Descriptive, namely research that attempts to analyze social life by describing the social 

world. Based on analytical techniques, the author assesses and concludes that the Family 

Hope Program in Empowering Poor Communities in Gading Sari Village, Tapung 

District, Kampar Regency is not all going well, because this program has positive and 

negative impacts. The positive impact is that with this program assistance, the community 

can meet their daily living needs and can fulfill school needs. Meanwhile, the negative 

impact is that the recipient's name does not match the recipient's criteria. This happens 

because the data from the Center is not yet updated. This conclusion is based on the 

results of observations and interviews from a number of key informants and informants 

who were research subjects.  

  

Keywords; Policy, Public Policy, Program Evaluation, Hope Family Program, Poverty  
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BAB I   

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang  

  

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan 

ketidakmampuan akses secara ekonomis, politik dan social psikologis. 

Kemiskinan dapat mengahambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada 

tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan 

bersifat menyebar (multiplie effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara 

menyeluruh. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,7 juta jiwa. Hal 

ini disebabkan karena angka kelahiran yang terus meningkat sehingga 

berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan dan menyulitkan pemenuhan 

kebutuhan pangan penduduk. Salah satu factor yang menyebabkan kemiskinan 

yaitu masih banyaknya Kepala Rumah Tangga di Indonesia masih berpendidikan 

Rendah dan bekerja tidak menetap dan memiliki jumlah anggota yang banyak 

yang harus  

dibiayai.  

Tiga karakteristik yang merupakan penyebab dan akibat yang saling terkait 

dari kemiskinan. Pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang 

memadai, mengakibatkan banyak masyarakat yang buta huruf dan kurang 

keterampilan dan keahlian. Kedua, buruknya fasilitas kesehatan dan pola 

konsumsi hanya memungkinkan sebagian kecil penduduk untuk memasuki 

angkatan kerja produktif, dan ketiga, pertanian menggunakan metode produksi 



 

2  

yang ketinggalan zaman dan ketinggalan jaman, serta konsentrasi penduduk di 

sektor pertambangan.  

Perbedaan antar kelompok sosial akibat tidak meratanya distribusi 

pendapatan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan 

miskin di Indonesia. Kemiskinan tidak lagi dianggap hanya sekedar dimensi 

ekonomi, namun telah meluas hingga mencakup dimensi sosial, kesehatan, 

pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah 

ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, termasuk pangan 

dan kebutuhan lainnya. Berikut dibawah ini data Kemiskinan di Desa Gading Sari.  

Tabel 1. 1 Data Kemiskinan Penerima Program Bantuan di Desa Gading Sari  

No  Program  Total  Persen  

1.  PKH  73  8,22%  

2.  BLT-DD  31  3,49%  

3.  BPNT  62  6,98%  

4.  Total  166  18,69%  

Sumber: Desa Gading Sari  

Dari data tersebut dapat kita analisis bahwa angka kemiskinan yang terjadi 

di Gading Sari masih besar dan juga meskipun sudah ada bantuan Program, 

namun masih ada juga yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga data 

Kemiskinan yang ada saat ini masih belum valid sepenuhnya. Dari observasi 

peneliti lakukan, yang menjadi penyebab masih banyaknya angka kemiskinan di 

Desa karena masih banyaknya Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga SD hingga 

SMA. Sehingga pekerjaan Kepala Keluarga masih banyak yang bekerja hanya 

sebagai Peternakan dan Pertanian saja bahkan serabutan (Tidak menentu). Dengan 
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hasil pendapatan yang masih pas-pasan Kepala Keluarga masih tidak mampu 

memenuhi kebutuhan Rumah tangga bahkan kebutuhan anak-anaknya sehari-hari  

Hal ini lah yang menjadi factor permasalahan masih banyaknya angka kemiskinan 

di Desa Gading Sari.  

Dalam Pembukaan UUD 1945 dimana dijelaskan bahwa Indonesia 

mempunyai suatu tujuan yang besar yakni mensejahterakan Masyarakat dalam 

berbagai aspek apapun itu. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai 

kebijakan untuk mensejahterakan Rakyat salah satunya Kelompok Kebijakan 

memberikan Bantuan dan Perlindungan Sosial untuk pengentasan kemiskinan 

melalui pelaksanaan program secara langsung. Ada beberapa program meliputi 

Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Programprogram ini tertuang di pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang  

Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan Sosial adalah semua 

upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial”.  

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah terwujudnya hak-hak dasar untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun fokus penelitian ini adalah pada  

Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan.  

Pasal 1 ayat 1 dimana dijelaskan bahwa “ Program Keluarga Harapan memberikan 

Bantuan Sosial Bersyarat kepada Keluarga Miskin dan Rentan, yang terdaftar 
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dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data 

dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima 

Manfaat  

PKH ” Dari Peraturan diatas dapat dipahami bahwa Penerima bantuan Keluarga 

Harapan data nya harus terdaftar dahulu setelah melakukan Proses Pendaftaran 

barulah kita bisa melihat atau mengecek apakah kita sudah ditetapkan sebagai  

Keluarga Penerima Manfaat atau tidak dan bantuan ini hanya diberikan kepada 

Fakir Miskin yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi angka Kemiskinan.  

Program Keluarga Harapan (PKH) dibuat sejak tahun 2007. Hanya saja 

program ini masuk ke Desa Gading Sari pada tahun 2011. Pelaksanaan PKH juga 

mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen 

tujuan Millenium Development Goals (MDG’s) yang terbantu oleh PKH yaitu: 

pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; pendidikan dasar; kesetaraan 

gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; dan pengurangan kematian 

ibu melahirkan. Sedangkan untuk jangka panjang, dengan mengisyaratkan 

keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, 

memeriksa kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan 

memutus rantai kemiskinan antar generasi (Pratama & Mudarya, 2021)  

Program perlindungan sosial, yang juga dikenal secara internasional 

sebagai bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfers/CCTs), telah terbukti 

sangat berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan 

kronis, di negara-negara lain. Tujuannya adalah memutus siklus kemiskinan dan 
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mengubah perilaku keluarga yang tidak kooperatif, serta meningkatkan kualitas 

kesejahteraan dan  sumber daya manusia (Manek et al., 2018)  

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan akses kepada 

keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, ke berbagai fasilitas kesehatan 

(Faskes) dan lembaga pendidikan di wilayah sekitarnya. Selain itu, untuk menjaga 

taraf kesejahteraan sosial, PKH semakin dituntut untuk mengikutsertakan 

penyandang disabilitas dan lansia. Program “Keluarga Harapan” yang diberikan 

kepada keluarga miskin memberikan akses terhadap layanan sosial dasar: 

kesehatan, pendidikan, pendampingan dan termasuk akses terhadap berbagaJ 

program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer 

secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of 

excellence (standar kinerja yang tinggi) dalam penanggulangan kemiskinan dan 

berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.  

Program ini ditujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang 

memenuhi kriteria kelayakan program dan mampu memenuhi kewajibannya. 

Berikut ini Jumlah Data Penerima Program Bantuan Sosial yang berjalan di Desa 

Gading Sari.  

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial Desa Gading Sari  

No.  Jenis Program  2020  2021  2022  2023  2024  

1.  Program Keluarga  

Harapan (PKH)  

75  75  75  73  73  
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2.  Program  Bantuan  

Sosial Tunai (BST)  

69  69  -  -  -  

3.  Program Bantuan 

Pangan Non Tunai  

(BPNT)  

135  135  135  135  62  

4.  Program Bantuan 

Langsung Tunai  

Dana Desa (BLT- 

DD)  

107  39  94  31  39  

Sumber: Desa Gading Sari  

Jumlah penerima bantuan PKH di Desa Gading Sari dari tahun 2020 

sampai tahun 2022 yakni sebanyak 75 Keluarga Penerima Manfaat. Setelah itu 

tahun 2023 dan sampai sekarang Keluarga Penerima Manfaat menjadi 73 KPM 

dari 888 Kepala  

Keluarga di desa tersebut. Nama penerima Keluarga Penerima Manfaat dari 

Tahun 2020 hingga sekarang mengalami pengurangan 2 nama penerima dan Pihak 

Desa mengatakan bahwa di tahun 2024 ini tidak ada penambahan data peserta 

bahkan ingin mengurangi nama Penerima yang akan dilakukan dengan 

Musyawarah Desa (Musdes). Berikut dibawah ini nama-nama Keluarga Penerima 

Manfaat PKH.  

Tabel 1. 3 Nama Keluarga Penerima Manfaat PKH  

NO  Nama  Kecamatan  Desa  

1  Aesih Enang  Tapung  Gading Sari  

2  Ammelya Br Tampu Bolon  Tapung  Gading Sari  

3  Badriah  Tapung  Gading Sari  
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4  Cursini  Tapung  Gading Sari  

5  Delfrida Br. Tampubolon  Tapung  Gading Sari  

6  Desi Waryanti  Tapung  Gading Sari  

7  Djuwarni  Tapung  Gading Sari  

8  Elis Salisa  Tapung  Gading Sari  

9  Endang Sugiharti  Tapung  Gading Sari  

10  Hartati  Tapung  Gading Sari  

11  Jumiati  Tapung  Gading Sari  

12  Khorimah  Tapung  Gading Sari  

13  Khusnul  Tapung  Gading Sari  

14  Kristanto Maharaja  Tapung  Gading Sari  

15  Kusmiati  Tapung  Gading Sari  

 

16  Lina Arniati  Tapung  Gading Sari  

17  Lita Liana  Tapung  Gading Sari  

18  Marliana  Tapung  Gading Sari  

19  Marni Nehe  Tapung  Gading Sari  

20  Marsinar Nababan  Tapung  Gading Sari  

21  Masanah  Tapung  Gading Sari  

22  Misnariyani  Tapung  Gading Sari  

23  Misni  Tapung  Gading Sari  

24  Miswati  Tapung  Gading Sari  

25  Natalia Sitorus  Tapung  Gading Sari  

26  Natalia Susanti  Tapung  Gading Sari  

27  Nunung Wijayanti  Tapung  Gading Sari  

28  Nurhayati Br. Silaban  Tapung  Gading Sari  

29  Nurhayuni  Tapung  Gading Sari  

30  Nurhetty Maharaja  Tapung  Gading Sari  

31  Nurmasni Br. Hasibuan  Tapung  Gading Sari  

32  Pauziah  Tapung  Gading Sari  

33  Portiana Br. Tampubolon  Tapung  Gading Sari  

34  Ratna Watiy  Tapung  Gading Sari  

35  Rengsi Hullin Purba  Tapung  Gading Sari  

36  Rini Puspita Sari  Tapung  Gading Sari  

37  Risnawati  Tapung  Gading Sari  

38  Rohana  Tapung  Gading Sari  

39  Rohani  Tapung  Gading Sari  

40  Rulita Gultom  Tapung  Gading Sari  
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41  Safriyani  Tapung  Gading Sari  

42  Sarah  Tapung  Gading Sari  

43  Sarni  Tapung  Gading Sari  

44  Seri Rahayu  Tapung  Gading Sari  

45  Siti Halimah  Tapung  Gading Sari  

46  Siti Kurnia  Tapung  Gading Sari  

47  Siti Nurjanah  Tapung  Gading Sari  

48  Siti Rokhayati  Tapung  Gading Sari  

49  Siti Suhaenah  Tapung  Gading Sari  

50  Sri Dayani  Tapung  Gading Sari  

51  Sri Purwati  Tapung  Gading Sari  

52  Sri Suriati  Tapung  Gading Sari  

53  Sri Wahyuni  Tapung  Gading Sari  

54  Sulaiman  Tapung  Gading Sari  

55  Sumartini  Tapung  Gading Sari  

56  Suratmi  Tapung  Gading Sari  

57  Suriani  Tapung  Gading Sari  

58  Sutiyem  Tapung  Gading Sari  

59  Suyati  Tapung  Gading Sari  

60  Suyatmi  Tapung  Gading Sari  

61  Tanti Sri Utami  Tapung  Gading Sari  

62  Tarsim  Tapung  Gading Sari  

63  Tetty Ernawati Manurung  Tapung  Gading Sari  

64  Tialam Nursaria Br. Toga Torop  Tapung  Gading Sari  

65  Trima Utami  Tapung  Gading Sari  

66  Umi Habibah  Tapung  Gading Sari  

67  Ummi Nurhayati  Tapung  Gading Sari  

68  Warsak  Tapung  Gading Sari  

69  Wati Purnama Sari  Tapung  Gading Sari  

70  Wina Hayati  Tapung  Gading Sari  

71  Yati Artika  Tapung  Gading Sari  

72  Yuli Ngarofatul Muflihah  Tapung  Gading Sari  

73  Yustika Rini  Tapung  Gading Sari  

Sumber: Desa Gading Sari  
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Program Keluarga Harapan mempunyai beberapa syarat untuk menjadi 

Keluarga Penerima Manfaat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 dijelaskan bahwa penerima bantuan harus mengikuti beberapa syarat yaitu:  

1. Mmepunyai  Kartu  Tanda  Penduduk  (e-KTP)  sebagai 

 bukti  

Kewarganegaraan.  

2. Termasuk dalam golongan Keluarga yang membutuhkan bantuan yang 

terdata di Kelurahan setempat.  

3. Bukan merupakan anggota TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN)  

4. Tidak penerima bantuan Program lain, sepeerti BLT, BPNT  

5. Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS) Kemensos RI  

  

Program Keluarga penerima program dikategorikan ke dalam tiga komponen 

kebutuhan: Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. Kesehatan (ibu 

hamil/nifas mendapat bantuan senilai Rp3.000.000 per tahun), faktor pendidikan  

(anak SD/sederajat mendapat Rp900.000 per tahun, siswa SMP/sederajat 

Rp1.500.000 per tahun, anak SMA/sederajat mendapat Rp2.000.000 per tahun), 

dan sebagian bantuan sosial (penyandang disabilitas dan lansia di atas 60 tahun 

menerima Rp 2.400.000/tahun).   

Proses pencairan Program Keluarga Harapan bisa dilakukan melalui 

rekening Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia. Bank Himbara merupakan 

program sinergi antar-BUMN yang digagas oleh Kementrian BUMN. Bank 

Himbara terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara 

Indonesia (BNI), atau Bank Tabungan Negara (BTN). Di Desa Gading Sari semua 
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penerima PKH menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penerima PKH 

dibuatkan Rekening dan buku tabungan langsung oleh pihak Bank yang diberikan 

kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan bantuan dari pendamping 

PKH.   

Proses pencairan bisa dicairkan melalui mesin ATM. Namun ada besar 

risiko yang harus diterima jika di cairkan di ATM. Karena jika lupa pin kartu bisa 

disedot, atau kartu pin terblokir, ataupun kartu yang rusak. Untuk itu, pendamping 

PKH Desa Gading Sari menghimbau kepada Penerima PKH untuk menimalisir 

kartu PKH rusak bisa dicairkan langsung di brilink. Dan yang melakukan 

pencairan dana tersebut harus orang yang bersangkutan tidak di izinkan untuk 

diwakilkan ke orang lain atau dititip ke orang lain.  

  

Namun seiring berjalannya program PKH di masyarakat Desa Gading 

Sari, penyaluran bantuan ini masih belum efisien dan tepat sasaran karena 

sebagian penerima PKH tidak masuk dalam indikator penerimaan bantuan akibat 

perubahan data yang bergantung pada wilayah, nama penerima bantuan PKH tetap 

muncul meski tidak ada lagi anak sekolah, anak kecil, atau ibu hamil 

dikeluarganya, dan Beberapa orang berhak menerima data tetapi tidak 

mendapatkannya dan nama yang diberikan dari tahun 2020 hingga saat ini masih 

itu saja tidak ada pergantian penerima.    

Untuk itu saya tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Gading Sari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Berdasarkan penjelasan latar belakang 
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permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui, menyelidiki dan 

menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Gading Sari dan judul 

penelitiannya adalah “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.  

1.2 Rumusan Masalah  

  

 Melalui pemaparan di atas sehingga penlisan proposal skripsi ini, maka rumusan 

masalah yang akan ditulis:  

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di  

Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?   

2. Apa Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat 

miskin di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung kabupaten Kampar ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  

2. Untuk menganalisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) 

terhadap masyarakat miskin di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung 

kabupaten Kampar  

1.4 Manfaat Penelitian   

1) Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat 

sebagai bahan Evaluasi tentang pentingnya merubah mindset 

masyarakat akan dampak Program Keluarga Harapan (PKH) yang 

telah diberikan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.  
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2) Manfaat Praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada Pemerintah mengenai pentingnya komunikasi 

dengan semua kalangan, khususnya untuk mensejahterakan masyarakat 

dengan adanya Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) didesa 

Gading  

Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

2.1 Kebijakan  

Ke ibijakan merupakan peikeirjaan yg umumnya dilakukan ole ih peimeirintah 

seirta umumnya ke ibijakan itu dideisain dan diputuskan oleih peimeirintah itu seindiri 

deingan beirtujuan buat meinye ileisaikan probleim, ataupum meinaikkan asal daya 

insan, ataupun lainnya. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak 

bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk 

penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor 

penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan 

memiliki dua aspek (Ramdhani et al., 2016) yakni:  

a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang 

tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu 

yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala 

kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh 

dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan 

peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.  

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk 

menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun 

menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang 

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama 

tersebut.  
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 Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah 

dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. 

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan 

pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang  

telah ditetapkan.   

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang 

memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. 

Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam 

rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Proses kebijakan dapat 

dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input 

kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses 

kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.   

Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang 

dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses 

kebijakan adalah kinerja kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat 

permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah 

solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani.  

2.1.1 Model Kebijakan  

Ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan yaitu model prospektif, 

model retrospektif dan model integratif, yakni :  

1. Model Prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan 

kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu 
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kebijakan diterapkan, model ini dapat disebut sebagai model prediktif, 

karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan untuk memuat 

prediksi kemungkinankemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan 

yang akan diusulkan.  

2. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap 

akibatakibat kebijakan setelah suatu kebijakan di implementasikan. Model 

ini biasanya disebuat sebagai model evaluative, karena banyak melibatkan 

pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang atau telah 

diterapkan.  

3. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. 

Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistic, 

karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan 

yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan  

dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan peramalan 

dan evaluasi secara terintegrasi   

Dari pengertian dan pendapat yang telah dikemukakan diatas tentang 

kebijakan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kebijakan merupakan hasil penyaringan.  

2. Kebijakan adalah sebuah ketetapan.  

3. Kebijakan merupakan tindakan seseorang kelompok atau pemerintah.  

4. Dalam kebijakan terdapat model analisis kebijakan yaitu model prospektif   

2.2 Kebijakan Publik  

Ke ibijakan yg di buat dan di susun langkah de imi langkah lalu di 

keimbangkan sang para badan-badan peimeirintahan dan para peijabat 
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peimeirintahan. Ke ibijakan public merupakan suatu rangkaian ke igiatan maupun 

Tindakan yang meimpunyai tujuan eiksklusif seisuai deingan tujuan keibijakan 

dibuat, dan akan dire ialisasikan seirta pada laksanakan oleih se ikeilompok aktor 

yang beirhubungan deingan suatu konflik atau suatu hal yang dipe irhatikan. 

Kebijakan Publik dapat dikatakan sebuah hukum.   

Tidak hanya sekedar hukum, ketika suatu isu yang menyangkut 

kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut 

menjadi kebijakan public yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh 

para pejabat yang berwenang, ketika kebijakan public tersebut ditetapkan menjadi 

suatu kebijakan public, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi 

Peraturan  

Pemerintah atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan 

Publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.  

Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, 

dan Latin. Menurut  William N. Dunn (2000) dikutip dalam buku Analisis 

Kebijakan  (Meutia, 2017:115), menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah 

suatu disiplin ilmu social, terapan, yang menggunakan berbagai macam 

metodologi penelitian dan argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan 

informasi yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan 

politik tertentu, untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.  

Ericson (1970) mengatakan bahwa kebijakan public sebagai penyelidikan 

yang beriorentasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk 
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mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan.  Jadi untuk saat ini kita dapat 

sampai pada kesimpulan sebagai berikut:   

1. Kebijakan publik mudah dipahami karena mengandung arti “apa yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan nasional”.  

2. Kebijakan publik mudah diukur karena jelas untuk diukur, yaitu jelas 

tingkat kemajuan menuju tujuan yang dicapai mimpinya.  

  Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kebijakan publik mudah dirancang, 

dilaksanakan, dan dikelola, karena kebijakan publik mengandung unsur politik. 

Dalam hal ini, keselamatan masyarakat diketahui terbagi menjadi tiga bidang: Itu 

adalah:   

1. Pembagian ketertiban umum yang pertama timbul dari pengertian 

ketertiban  

 umum,  bahwa  ketertiban  umum  adalah  mengenai  benda-benda.  

Menyerahkan proyek angkutan umum kepada masyarakat.  

2. Penggolongan jenis kebijakan publik yang kedua menurut bentuknya. 

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok. 

Yang pertama adalah kebijakan yang berupa peraturan pemerintah yang 

tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan yang lainnya 

adalah  

peraturan yang tidak tertulis tetapi disepakati,  disebut 'kebijakan'    

3. Pembagian ketiga adalah hakikat kebijakan publik, yang sebenarnya 

merupakan bagian dari kebijakan publik yang terdokumentasi secara 

formal. Di  sini kebijakan publik dibagi menjadi dua bagian:   



 

18  

a. Regulasi dan deregulasi; atau restriktif atau non-restriktif.   

b. Alokatif versus dan Distribusi/Redistribusi.  

  Menurut pendapat yang berbeda-beda dari para ahli yang berbeda, dapat 

diapahami bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, baik yang 

dilaksanakan oleh pemerintah maupun tidak, yang ditujukan untuk tujuan tertentu, 

menyelesaikan suatu masalah publik, atau melayani kepentingan publik. Pedoman 

perilaku biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan hukum dan dirancang 

bersifat konsekuensial dan wajib.  

2.2.1 Tahap Pembuatan Kebijakan Publik  

Berbagai produk kebijakan publik berdasarkan tahapan-tahapan menurut  

William N. Dunn (2000) dalam buku Analisis Kebijakan  (Meutia, 2017:15) 1. 

Penentuan Agenda  

Istilah agenda dalam kebijakan public antara lain diartikan sebagai 

daftar perihal atau masalah untuk pejabat pemerintahan, dan orang-orang 

yang diluar pemerintahan yang terkait dengan para pejabat tersebut. Para 

ahli kebijakan public telah banyak mengemukakan pendapat atau model 

tentang bagaimana berlangsungnya proses penentuan agenda. Tujuannya 

adalah untuk menjelaskan mekanisme dan dinamika dari transformasi 

suatu kondisi dalam masyarakat menjadi suatu maslah kebijakan yang 

harus dicarikan jalan keluarnya melalui penggunaan kekuasaan pemerintah 

untuk membuat kebijakan.  
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Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik 

sehingga dapat diangkat menjadi kebijakan publik diantaranya:  

a. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi 

ancaman yang serius.  

b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dàn berdampak 

dramatis.  

c. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak  

(umat manusia) dan mendapat dukungan media massa.  

d. Menjangkau dampak yang amat luas.  

e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.  

f. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, 

tetapi mudah dirasakan kehadirannya).  

2. Formulasi kebijakan  

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan  

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan 

yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk 

dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah.  

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan  
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Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses 

dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat 

diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan 

pemerintah.  

Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. 

Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari 

sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu 

anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola 

melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini 

orang belajar untuk mendukung pemerintah.  

4. Implementasi kebijakan  

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang memobilisasikan sumber-sumber daya finansial dan 

manusia  

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan  

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan 

yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang 

sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya 

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh 

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap 

perumusan masalah-masalah kebijakan.  
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2.3 Evaluasi Kebijakan  

Dari segi bahasa, evaluasi berasal dari  bahasa Inggris “evaluation” , 

mempertahankan kata aslinya dan sedikit mengadaptasi pengucapan bahasa 

Indonesia menjadi “evaluation” dengan tujuan memberikan kajian yang 

ditafsirkan diperkenalkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia sebagai 

Membandingkan sesuatu  dengan satuan tertentu sehingga diperoleh hasil 

kuantitatif. Definisi evaluasi didasarkan pada Oxford Advanced Leaner's 

Dictionary of Current English. Penilaian terdiri dari mencari dan menentukan 

suatu jumlah atau nilai. Di sini, berarti upaya untuk menentukan suatu nilai atau 

jumlah.  

Mengutip dalam buku (Firyal dan Kurniati, 2018:18-19) dijelaskan bahwa  

Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan bahwa:  

  “evaluation research is a systematic application of social research 

procedures in asessing the conceptualization and design, implementation, and 

unity of social intervention programs”,   

Dijelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur 

penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, 

implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.   

Pendapat Rossi dan Freeman tersebut hampir sama dengan yang 

diungkapkan oleh Michael Quin Patton (1978) yang menjelaskan bahwa 

penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan 

dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan 
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penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan. Dari beberapa pakar 

mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian 

yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk 

melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat 

kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari 

program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan Pemerintah untuk 

melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.  

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran 

serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap 

hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau 

program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang 

akan datang.   

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis 

kebijakan publik. Kegitan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai 

tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi 

“pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan 

berikutnya. Evaluasi meliputi beberapa aspek yang sama penting dengan 

aspekaspek yang mencakup dalam kegitan-kegiatan analisis kebijakan tahap 

sebelumnya.    

2.3.1 Model-Model Evaluasi Kebijakan  

Evaluasi kebijakan merupakan kombinasi dari interpretasi, penilaian, dan 

penilaian. Mengevaluasi nilai dan kegunaan hasil kebijakan dalam pengertian ini 

berarti bahwa penilaian kebijakan perlu memberikan informasi yang jelas dan 
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dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan. William Dunn menyatakan lebih jelas 

bahwa evaluasi membantu dalam pertimbangan nilai-nilai yang mendukung 

tujuan dan pemilihan target. Secara umum, suatu nilai dapat dipertanyakan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyelidik mengenai tujuan dan kesiapan 

sasaran. Menurut Dunn (dalam Yanti, 2022), ada enam kriteria untuk 

mengevaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, 

dan ketepatan.  

1. Efektifitas  

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti "berhasilnya 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan". Efektivitas, menurut 

William N. Dunn, berkaitan dengan alternatif yang menghasilkan 

tujuan dari pengambilan tindakan. Itu selalu diukur dengan unit 

produk atau layanan atau nilai moneternya, dan itu terkait erat dengan 

rasionalitas teknologi.  

2. Efisiensi  

Efisiensi dicapai ketika sumber daya digunakan untuk potensi penuh 

mereka untuk mencapai tujuan. Menurut William N. Dunn, efisiensi 

didefinisikan sebagai jumlah kerja yang diperlukan untuk mencapai 

tingkat efektivitas tertentu. Relasi antara efektivitas dan usaha, yang 

biasanya dinilai dalam pengeluaran moneter, disebut efisiensi, yang 

merupakan persamaan dari rasionalitas ekonomi. Biaya satuan suatu 

produk atau jasa sering digunakan untuk mengukur efisiensi. Efisiensi 
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mengacu pada kebijakan yang memberikan kemanjuran maksimum 

dengan biaya terendah.  

3. Kecukupan  

Dalam kebijakan publik, kecukupan berarti bahwa tujuan yang telah 

terpenuhi telah dianggap memadai dalam berbagai hal. Menurut 

William N. Dunn, kecukupan mengacu pada seberapa baik tingkat 

efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang 

menghasilkan masalah. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kecukupan masih terkait dengan efektivitas dalam menentukan 

seberapa baik pilihan yang berbeda dapat memenuhi kebutuhan, nilai, 

atau peluang dalam memecahkan masalah.  

4. Pemerataan  

Perataan dalam kebijakan publik dapat dibandingkan dengan keadilan 

yang diberikan dan diperoleh oleh tujuan kebijakan publik. Menurut 

William N. Dunn, kriteria kesetaraan terkait erat dengan rasionalitas 

hukum dan sosial dan berkaitan dengan distribusi hasil dan upaya di 

berbagai kelompok dalam masyarakat.  

5. Responsivitas  

Respon sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan disebut 

sebagai responsivitas dalam kebijakan publik. Menurut William N. 

Dunn, responsiveness mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan 

dapat memenuhi persyaratan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok 

masyarakat tertentu.  

6. Ketepatan  
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Menurut William N. Dunn, ketapatan mengacu pada nilai-nilai tujuan 

program dan kekuatan anggapan yang mendukung tujuan tersebut.  

Ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih beberapa 

pilihan yang akan direkomendasikan dengan menentukan hasil yang 

didapatkan dari alternatif yang disarankan sebagai opsi (Yanti, 2022)  

2.4 Evaluasi Program  

Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Melalui evaluasi 

suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematik, rinci dan 

menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode tertentu 

akan diperoleh data yang handal, dapat dipercaya sehingga penentuan kebijakan 

akan tepat, dengan catatan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan 

tersebut adalah data yang tepat, baik dari segi isi, cakupan, format maupun tepat 

dari segi waktu penyampaian.   

Evaluasi program pembelajaran diartikan sebagai proses yang sistematis 

dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan 

dan menyajikan informasi tentang implementasi rancangan program pembelajaran 

yang telah disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat 

keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program pembelajaran  

selanjutnya.   

Be irdasarkan peingeirtian diatas, dapat disimpulkan bahwa e ivaluasi 

meirupakan proseis meingukur suatu keigiatan atau acara de ingan me ingumpulkan 
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gosip, me inganalisis, meinilai seijauh mana program tadi sinkron de ingan tujuan 

asal di buatnya program ataupun keibijakan teirse ibut.    

2.4.1 Model Evaluasi Program  

Program Model evaluasi biasanya berupa rancangan yang disiapkan oleh 

ahli evaluasi.  Hal ini dilakukan untuk kepentingan individu, lembaga, dan 

lembaga yang ingin mengetahui apakah program yang dilaksanakan akan 

mencapai harapannya. Terdapat beberapa model evaluasi program (Yanti, 2017)   

1. Discrepancy Model (Provus)   

Evaluasi model kesenjangan (discrepancy model) menurut Provus (dalam  

Fernandes, 1984) adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku 

(standard) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (performance) 

sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, 

sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan 

yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi :   

1. Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program;  

2. Kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh 

dengan yang benar-benar direalisasikan;  

3. Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan 

yang ditentukan;  

4. Kesenjangan tujuan;   

5. Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah; dan   
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6. Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Oleh karena itu model 

evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk 

dan membandingkan.  

2. CIPP Model (Daniel Stufflebeam’s)   

Evaluasi konteks (context) dimaksud untuk menilai kebutuhan, masalah, 

aset dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan 

prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, 

peluang dan hasilnya. Evaluasi masukan (input) dilaksanakan untuk menilai 

alternatif pendekatan, rencana tindak, rencana staf dan pembiayaan bagi 

kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan 

untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumberdaya, pelaksana 

dan jadwal kegiatan yang paling sesuai bagi kelangsungan program. Evaluasi 

proses (process) ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah 

ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan 

kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui 

kinerja program dan memperkirakan hasilnya.   

Evaluasi hasil (product) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

dan menilai hasil yang dicapai, diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek 

dan jangka panjang, baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri 

dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam 

menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Evaluasi hasil 
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ini dapat dibagi ke dalam penilaian terhadap dampak (impact), efektivitas 

(effectiveness), keberlanjutan (sustainability) dan daya adaptasi (transportability)   

Model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) merupakan model evaluasi di 

mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem.  

Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam 

dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan 

tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai 

bidang menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai 

berikut  

a. Context : situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan 

program pembinaan.   

b. Input : kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program 

pembinaan.   

c. Process : pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan.   

d. Product : hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut.   

3. Responsive Evaluation Model (Robert Stake’s)   

Model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. 

Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau 

melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang- orang yang terlibat, 

berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk 

memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandangan yang 

berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang 
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percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada 

umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tak langsung dengan  

interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi 

observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek 

pengetahuan awal (preliminary understanding) dan mengembangkan desain atau 

model.  

Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba responsif terhadap 

orangorang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Hal yang penting dalam 

model responsif adalah pengumpulan dan sintesis data.  

Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan 

kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigius serta tidak fokus. 

Sedangkan kekurangannya antara lain   

1. Pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan 

informasi   

2. Tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai 

kelompok   

3. Membutuhkan waktu dan tenaga. Evaluator harus dapat beradaptasi 

dengan lingkungan yang diamati.   

 2.4.2 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program  

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

program dengan menentukan pelaksanaan kegiatan program. Hal ini dikarenakan 

evaluator program ingin mengetahui bagian komponen dan sub komponen 

program mana yang belum dievaluasi. Oleh karena itu, sebelum memulai langkah 
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evaluasi, evaluator harus memperjelas tujuan evaluasi. 10 manfaat yang menjadi 

alasan dilakukannya evaluasi, meskipun ia tidak secara langsung menyebutkannya 

sebagai tujuan bagi praktisi evaluasi namun dia mengatakan ada sepuluh manfaat 

mengapa evaluasi harus dilakukan yaitu :  

1. Untuk melihat apa yang telah dicapai oleh program tersebut.  

2. Meninjau kemajuan  tujuan program   

3. Mencapai pengelolaan yang lebih baik   

4. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan untuk memperkuat program  

5. Mengenali perbedaan yang dilaksanakan   

6. Memastikan biaya yang dikeluarkan sepenuhnya wajar   

7. Mengelola kegiatan program dengan lebih baik   

8. Mencegah pihak lain terkena kesalahan Melindungi  

9. Mencapai dampak yang lebih baik   

10. Memberikan Kesempatan Menerima Masukan Masyarakat   

Evaluasi program erat kaitannya dengan kebijakan karena program 

merupakan serangkaian kegiatan yang melaksanakan kebijakan. Apabila suatu 

program-program tersebut dievaluasi, mustahil mengetahui bagaimana dan sejauh 

mana kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan akan dilaksanakan.  

2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)  

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) yaitu, Program Keluarga Harapan adalah 

“Program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau 

seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program 
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penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesejahteraan 

sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga 

Harapan”. Program Keluarga Harapan berupa bantuan uang kepada keluarga 

dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.    

Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian 

Sosial Republik Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah 

satu program perlindungan di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini 

diberikan kepada Keluarga Miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu 

dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

percepatan penangulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk 

memutus rantai kemiskinan antargenerasi.   

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program 

pengembangan sistem Perlindungan Sosial yang dapat meringankan dan 

membantu masyarakat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan 

pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi 

kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama 

pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Program Keluarga Harapan 

(PKH) yaitu meningkatkan aksebilitas terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga 

miskin. Program ini diberikan kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia 
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sebayak 10.000 penerima. Sehingga setiap Desa tidak dibatasi berapa yang 

menerima bantuan ini sehingga pihak Desa bisa mengusulkan peserta baru tanpa 

batasan namun sesuai kriteria. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat 

mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan 

rantai kemiskinan dalam jangka panjang.   

Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, keluarga miskin 

didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar 

kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk 

akses terhadap berbagai program Perlindungan Sosial lainnya yang merupakan 

program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi 

episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang 

mensinergikan berbagai program perlindungan dan Pemberdayaan Sosial nasional.  

Sebelumnya, Program Keluarga Harapan di bawah Menteri Kordinator  

Bidang Kesejahteraan Rakyat, namun mulai Tahun 2010 berada dibawah 

sekretaris Wakil Presiden (sekwapres) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan 

pembangunan kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 

Tentang Program pembangunan yang berkeadilan.   

2.5.1 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan  

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan 

peraturanperaturan berikut:   

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004 Tentang  

Pemerintahan Daerah   

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2004 Tentang  
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Sistem  Jaminan Sosial Nasional   

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2009 Tentang  

Kesejahteraan Sosial   

d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan  

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom   

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang 

Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata  

Kerja Kementerian Negeri Republik Indonesia   

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme  

Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin  

g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga  

Harapan   

2.5.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)  

Tujuan utama Program Keluarga Harapan tertuang secara jelas dalam 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan, yaitu sebagai berikut:  

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses 

terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial.  

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah 

tangga miskin dan rentan.  

3. Mewujudkan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan  

kesejahteraan sosial.  
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4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.  

5. Menyadarkan keluarga penerima manfaat produk dan jasa keuangan formal.  

2.5.3 Kriteria dan Besaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)  

Menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018, Program 

Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yg bertujuan buat 

mengurangi beban pengeluaran serta menaikkan pendapatan keluarga miskin dan   

rentan. Bantuan yang diberikan berupa uang kepada pihak yang rentan terhadap 

risiko sosial. Bantuan ini ialah upaya untuk mendukung aksebilitas layanan 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social. Berdasarkan Permensos Nomor 1 

Tahun 2018, dibawah ini yang menjadi sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) 

yang  

terdiri dari beberapa kriteria:   

a. Komponen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Meliputi:  

1. Ibu hamil/ menyusui; dan   

2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.   

b. Komponen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:  

1. Anak Sekolah Dasar / madrasah ibtidaiiyah atau sederajat   

2. Anak Sekolah Menengah Pertama / madrasah tsanawiyah atau  

sederajat; dan   

3. Anak sekolah Menengah Atas / madrasah Aliyah atau sederajat; 

dan  

4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang 

belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.   
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c. Komponen Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3  

meliputi:   

1. Lanjut Usia mulai dari 60 (enam puluh) Tahun; dan   

2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas.   

Berikut ini merupakan besaran dana yang telah ditetapkan Pemerintah 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  

Tabel 2. 1 Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  

No.   Komponen   Indeks Bantuan   

1.   Kategori Ibu Hamil/Nifas   Rp. 3.000.000,00   

2.   Kategori Anak Usia Dini 0-6 tahun   Rp. 3.000.000,00   

3.   Kategori Pendidikan Anak SD   Rp. 900.000,00   

4.   Kategori Pendidikan Anak SMP   Rp.  1.500.000,00   

5.    Kategori Pendidikan Anak SMA   Rp. 2.000.000,00   

6.   Kategori Penyandang Disabilitas Berat   Rp. 2.400.000,00   

7.   Kategori Lanjut Usia   Rp. 2.400.000,00   

Sumber: Kemensos RI, 2021  

Dalam Tabel 2.1 dijelaskan bahwa jumlah nominal penerima PKH per 

tahunnya. Namun Pemerintah melakukan pencairan selama 3 bulan sekali atau 4 

tahap selama setahun. Tahap 1 yakni untuk bulan Januari-Maret, tahap 2 di bulan 

April-Juni, tahap 3 dibulan Juli-September dan di tahap 4 di bulan 

OktoberDesember. Seperti penerima Ibu hamil/Nifas akan mendapatkan Rp 

750.000 untuk setiap tahapnya atau Rp 3.000.000 Per tahun. Anak Usia 
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Dini/Balita Rp 750.000 untuk setap tahap atau Rp 3.000.000 Per tahun. Anak 

Sekolah SD Rp 225.000 untuk setiap tahap atau Rp 2.400.000 Per tahun. Anak 

Sekolah SMP Rp 375.000 untuk setiap tahap atau Rp 1.500.000. Anak Sekolah 

SMA Rp 500.000 untuk setiap tahap atau Rp 2.000.000 Per tahun. Disabilitas Rp 

600.000 untuk setiap tahap atau Rp 2,4 juta Per tahun. Dan untuk Lansia 

mendapatkan Rp 600.000 untuk setiap tahap atau Rp 2.400.000 Per tahunnya. 

Namun di bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang skema tahap pencairan PKH 

berubah menjadi per 2 bulan tidak per 3 bulan lagi. Hal itu terjadi karena 

ketentuan langsung dari pihak Kementrian Sosial.  

Pencairan Program Keluarga Harapan bisa dilakukan melalui rekening 

Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia. Bank Himbara merupakan program sinergi 

antar-BUMN yang digagas oleh Kementrian BUMN. Bank Himbara terdiri dari  

Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), atau 

Bank Tabungan Negara (BTN). Di Desa Gading Sari semua penerima PKH 

menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penerima PKH dibuatkan Rekening 

dan buku tabungan langsung oleh pihak Bank yang diberikan kepada KPM 

(Keluarga Penerima Manfaat) dengan bantuan dari pendamping PKH.   

Proses pencairan bisa dicairkan melalui mesin ATM. Namun ada besar 

risiko yang harus diterima jika di cairkan di ATM. Karena jika lupa pin kartu bisa 

disedot, atau kartu pin terblokir, ataupun kartu yang rusak. Untuk itu, pendamping 

PKH Desa Gading Sari menghimbau kepada Penerima PKH untuk menimalisir 

kartu PKH rusak bisa dicairkan langsung di brilink. Dan yang melakukan 
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pencairan dana tersebut harus orang yang bersangkutan tidak di izinkan untuk 

diwakilkan ke orang lain atau dititip ke orang lain.  

Sebelumnya sebagian penerima PKH dan BPNT berhak menjadi penerima 

bantuan beras bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan pangan anggota keluarga. Hal itu terjadi karena nama penerima 

tersebut sudah masuk di DTKS. Namun untuk saat ini sudah tidak 

mendapatkannya lagi.  

Hal itu terjadi karena penyaluran beras 10 kg tersebut berasal dari Menteri 

Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Data 

yang dipakai saat ini adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ataupun juga keluarga rawan stunting. Maka dari 

itu, data yang akan berbeda dari tahun 2023 dan di tahun 2024.  

2.5.4 Hak dan Kewajiban KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program 

Keluarga Harapan (PKH)  

Untuk memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi 

persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan 

anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Beberapa Hak Keluarga  

Penerima Program Keluarga Harapan yaitu:  

a. Mendapat Bantuan Sosial   

b. Pendamping Sosial   

c. Mendapatkan  pelayanan  dalam  kesehatan,  pendidikan  dan  

kesejahteraan; dan   

d. Mendapatkan  pelayanan  dalam  kesehatan,  pendidikan  dan  
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kesejahteraan; dan   

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  

PKH adalah sebagai berikut:   

a. Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui 

dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) Tahun.   

b. Anggota Keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran 

paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif 

bagi anak usia sekolah wajib 12 (dua belas) Tahun.   

c. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial 

sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia 

mulai dari 60 (enam puluh) Tahun dan penyandang disabilitas berat. 

Keluarga penerima manfaat hadir dalam pertemuan kelompok atau 

pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.   

2.6 Kemiskinan  

Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar 

hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Keadaan ketidakmampuan ini 

ditandai dengan ketidakmampuan pendapatan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Kapasitas penghasilan yang lebih 

rendah ini juga berarti rendahnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup 

rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan. Keadaan suatu 

masyarakat yang tergolong miskin dapat ditentukan oleh kemampuan 

pendapatannya dalam memenuhi taraf hidup (Hildegunda, 2010).   
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Kemiskinan ditandai dengan rendahnya taraf hidup, yang dinyatakan 

sebagai kelangkaan materi akibat gaya hidup masyarakat yang khas. Kemiskinan 

ekonomi juga dipandang sebagai kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu. Veritas ditandai dengan 

kurangnya kekayaan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya 

produktivitas, rendahnya pendapatan dan terbatasnya partisipasi dalam 

pembangunan. Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika 

pendapatan dan aksesnya terhadap barang dan jasa lebih rendah dibandingkan 

ratarata pelaku ekonomi lainnya.  (Ariswildani, 2023) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Ini adalah 

keseimbangan yang mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan. 

Artinya, pertumbuhan mempengaruhi semua kelompok pendapatan, termasuk 

masyarakat miskin. Pada dasarnya pengertian kemiskinan dapat dilihat dari dua 

aspek:  

1. Kemiskinan Absolut   

Kemiskinan absolut adalah perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan dan merupakan kemiskinan yang terbatas pada kebutuhan 

dasar atau kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup yang layak. Sebagaimana didefinisikan oleh Bank 

Dunia, kemiskinan absolut mengacu pada kondisi hidup dengan 

pendapatan kurang dari US$1 per hari, dan kemiskinan sedang 

mengacu pada kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per  

hari.  
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2. Kemiskinan Relatif   

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan  dilihat dari  ketimpangan sosial. 

Hal ini karena sebagian masyarakat mungkin mampu memenuhi 

kebutuhan dasar minimumnya namun penghasilannya masih  jauh 

lebih rendah dibandingkan  masyarakat sekitar.  

Berdasarkan unggahan BPS, ada banyak indikator  untuk mengukur 

tingkat kemiskinan. Beberapa indicator tersebut antara lain :  

1. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Povery Gap Index P1), Hal ini 

digunakan sebagai ukuran kesenjangan rata-rata pengeluaran  

masyarakat pada garis kemiskinan. Nilai indeks yang tinggi berarti 

ratarata pengeluaran masyarakat jauh dari garis kemiskinan.  

2. Indeks  Keparahan  Kemiskinan  (Povery  Severity 

 index  P2),  

Menunjukkan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. 

Nilai indeks yang tinggi berarti ketimpangan yang tinggi   

3. Head Count Index,  Hal ini diartikan sebagai persentase penduduk 

yang berada di bawah garis kemiskinan (Amari, 2023)  

2.7 Pandangan Islam Terkait Program Keluarga Harapan ( PKH )  

Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin  yang  

diajarkan  oleh  Agama Islam. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt 

jika manusia  melaksanakan  apa  yang  diperintahkannya  dan  menjauhi   

apa yang dilarangnya. Sejahtera juga tidak bisa didapatkan melalui teori dan 

doa, namun sejahtera bisa diusahakan dengan memanfaatkan kemampuan 

manusia dan belajar dari kekurangan yang ada dalam dirinya.
 
 Ayat-ayat Al-
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Qur‟an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yaitu terdapat 

dalam QS Al-Nahl/16: 97.
 
 

 َُ ََ ا ىْ ّْ زٍ ا ََ َْ هُؤْهِيٌ هَيْ عَوِلَ صَبلحًِب  هِيْ ذكَ ُُ َّ ثٰى 

سَيِ  ََ زَُنُْ ببحِْ ََ مْ اجْ ََ شِيٌََُّ ََ لٌَحْ َّ   ًَ  َ ًَ ََ حَيْٰةً طَي بةَِ ّ  َ ييٌَِ َُ ًحْ ََ فلَ

ىَ  َُ ْْ هَل َْ ا يعَ َُ ْْ  هَب كَبً

Terjemahnya:   

Barangsiapa yang  mengerjakan amal saleh,baik laki-laki maupun  

perempuan  dalam  Keadaan  beriman, Maka  Sesungguhnya  akan Kami 

berikan  kepadanya   kehidupan  yang  baik, dan  Sesungguhnya  akan  

Kami  beri Balasan  kepada  mereka  dengan  pahala  yang  lebih baik  

dari  apa  yang   telah  mereka  kerjakan.   

 Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa  laki-laki  dan  perempuan  

dalam  Islam  mendapat  pahala  yang   sama  dan  bahwa  amal  saleh 

harus  disertai  iman. Kesejahteraan yaitu jaminan atau janji dari Allah 

SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman 

kepadaNya. Allah SWT jugan akan membalas berbagai amal perbuatan 

baik orang orang   yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari 

amalnya. Kehidupan  yang  baik  adalah  kehidupan  yang  bahagia, santai, 

dan  puas  dengan  rezeki  yang halal, termasuk  didalamnya  mencakup  

seluruh  bentuk  ketenangan  apapun  dan  bagaimanapun   bentuknya.  
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Ayat lain yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah QS. 

AlBaqarah/2:126.  

تِ  زَٰ ََ ۥَُ هِيَ ٱلثنَّ لَ ََ ٱزْشُقْ أٍْ َّ راَ بلَدَاً ءَاهٌِبً  ِۦُنُ زَ ةِ ٱخْعَلْ َُٰ زَٰ َْ إِذْ قبَلَ إةِ َّ

تِ عَُۥُ هَيْ ءَاهَيَ هٌِْ  َُ ََ فأَمَ هَي كَفسَ َّ مِ ٱلْءَاخِسِ ۖ  قبَلَ  ََ ْْ ٱلْي َّ  ََ ِنُ بٲِللهِّ

 ٍُ طسَُّٓۥ ََ َُ أضْ ًَ ثنَّ َْ ٱلْوَصِيسُ  قلَِيلً بئِسَ َّ  إلِىَٰ عَراةَِ ٱلٌبَّزِ ۖ 

Terjemahnya:   

Dan (ingatlah), ketika  Ibrahim  berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri 

ini, negeri yang  aman sentosa, dan berikanlah rezki  dari buah-buahan  

kepada  penduduknya  yang  beriman diantara  mereka kepada Allah dan 

hari  kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun  aku 

beri  kesenangan  sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa 

neraka  dan  Itulah seburuk-buruk tempat  kembali".   

Maksud dari ayat tersebut adalah Kesejahteraan hanya diperoleh dengan 

penyerahan diri sepenuhnya   kepada  Allah Swt. Ajaran  Islam   mengajarkan 

juga tentang konsep   untuk  berbagi, membagi   nikmat, membagi  kebahagian 

dan ketenangan   tidak hanya   untuk   individu   namun  untuk  seluruh umat   

manusia  di seluruh  dunia (Isna, 2020)  
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2.8 Penelitian Terdahulu  

  

  

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu  

No.  Nama  Judul Penelitian  Hasil Pembahasan  Perbedaan  

1.   

   

Ade Amira  

Fithakola, 

dkk (2024)  

Evaluasi  

Kebijakan  

Program  

Keluarga  

Harapan  

(PKH): Studi  

Kasus  Di  

Kecamatan  

Tampan Kota  

Pekabaru    

Hasil Penelitian Ini adalah 

Pelaksanaan PKH di 

Kecamatan Tampan  

masih belum optimal, hal 

ini dilihat dari beberapa  

hal  salah  satunya:  

pemerataan di Kecamatan 

Tampan  

masih belum tercapai. Hal 

ini ditunjukkan dengan 

jumlah Keluarga Penerima 

Manfaat yang belum 

mencapai 50 % dari 

jumlah penduduk  

miskin  sehingga  

sebagian belum dapat 

merasakan bantuan  

tersebut.   

Yang menjadi 

pembeda ialah  

Program PKH sudah 

bisa dikatakan 

optimal, namun masih 

banyak  

keluarga yang belum 

memiliki kesadaran 

untuk memperbaiki  

kualitas 

kehidupannya.   
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2.   Putu Dion 

Wahyu  

Pratama &  

Evaluasi 

Program  

Keluarga  

Dampak dari Program  

Keluarga  Harapan  

(PKH)  Untuk  

Perbedaannya ialah 

lokasi penelitian, 

waktu penelitian  

 

 I Nyoman  

Mudarya  

(2021)  

Harapan  (  

PKH) Sebagai  

Upaya  

Pengentasan  

Kemiskinan di  

Desa  

Sanggalangit  

Kecamatan  

Gerokgak  

Kabupaten  

Buleleng  

Pengentasan Kemiskinan 

di Desa Sanggalangit 

adalah dampak positif 

yaitu lebih terjaminnya  

kehidupan keluarga miskin 

khususnya  

dibidang pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan 

dampak negatifnya, 

masyarakat menjadi manja 

dan terlalu bergantung 

kepada  

pemerintah.  

serta objek yang 

diteliti dan metode 

yang digunakan  
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3.  Putriyani  

Un Manek  

( 2018)   

Kriteria  

Penentuan  

Masyarakat  

Sebagai  

Kelompok  

Sasaran  

Penerima  

(PKH) di Desa 

Tunmat  

Kecamatan lo  

Hasil penelitian dimana 

bahwa di Desa Tunmat 

Kecamatan Io Kufeu 

Kabupaten Malaka masih 

terdapat  

permasalahan dimana 

belum optimalnya 

pembagian PKH  

terhadap masyarakat yang 

lain dan kurangnya  

Pebedaannya ialah : 

ketepatan PKH Desa 

Tunmat Kecamatan Io 

Kufeu Kabupaten 

Malaka ini sudah  

tepat sasaran karena 

masih  ditemukan  

dilapangan 

masyarakat mampu 

mendapatkan  

  Kufeu  

Kabupaten  

Malaka    

koordinasi dari berbagai  

pihak yang terkait dengan 

PKH   

bantuan, sedangkan di 

Desa Gading Sari 

belum tahu kondisi 

lapangan  yang  

penerima  Program  

Keluarga  Harapan 

(PKH)  

Sumber: Olahan Penulis,2024  

  

2.9 Definisi Konsep Operasional  

  

Untuk meimbeirikan peimahaman agar meimudahkan peineilitian ini maka 

peinulis meimbeirikan beibeirapa batasan peineilitian dan focus peineilitian ini yang 

diopeirasionalkan meilalui beibeirapa indicator seibagai be irikut:   
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1. Kebijakan Jaminan Sosial adalah salah satu be intuk peirlindungan sosial 

untuk meinjamin seiluruh rakyat agar dapat meimeinuhi keibutuhan dasar 

hidupnya yang layak salah  satu be intuk proteiksi sosial buat meingklaim 

seimua rakyat supaya bisa meimeinuhi keibutuhan dasar hidupnya yang 

layak (Pasal 1 nomor  1 UU angka 40 Tahun 2004 ).  

2. Program Keluarga Harapan merupakan Program spesifik yang dikeluarkan 

pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang 

telah dilaksanakan dari tahun  2007. Program Keluarga Harapan (PKH) 

ialah program Kementerian yang dana nya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )  

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan serangkaian 

kegiatan untuk menilai atau mengukur suatu kebijakan yang telah dibuat.  

Apabila suatu program-program tersebut dievaluasi, dapat mengetahui 

bagaimana dan sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan 

terlaksana dengan baik.  

4. Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan  

meingukur ataupun meinilai suatu keibijakan Pemerintah apakah te ilah 

seisuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah, dengan begitu 

kita bisa menilai meilalui meimbandingkannya meinggunakan indicator. 

Tujuan utama dibentuknya Program Keluarga Harapan yaitu untuk 

memngurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan begitu 

kita bisa menilai  

apakah berdampak atau tidak kepada masyarakat miskin.    
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5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar 

hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Keadaan ketidakmampuan ini 

ditandai dengan ketidakmampuan pendapatan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Kapasitas penghasilan yang 

lebih rendah ini juga berarti rendahnya kemampuan untuk memenuhi 

standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan 

pendidikan. Keadaan suatu masyarakat yang tergolong miskin dapat 

ditentukan oleh kemampuan pendapatannya dalam memenuhi taraf hidup  

(Hildegunda, 2010)  

2.10 Konsep Operasional Penelitian  

 Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran 

dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahahami dan dapat diukur 

sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, dan 

konsep operasionalnya adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. 3 Konsep Operasional Penelitian  

Konsep  Indikator  Sub Indikator  

EIvaluasi  Program   

Keluarga Harapan (PKH)  

EIfeiktivitas  1. Manfaat program  

2. Kepuasan terhadap 

nominal bantuan program  

Efesiensi  1. Nominal besaran dana 

PKH  

2. Lamanya proses pencairan 

dana  
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Kecukupan  1.  

2.  

Pemenuhan kebutuhan  

PKH  

Kecukupan nominal 

bantuan dana terhadap 

kebutuhan penerima 

PKH  

Pemerataan  1.  Kesesuaian dan ketepatan 

dana bantuan  

PKH  

  2.  Pemerataan dalam 

pelaksanaan PKH dalam 

memilih peserta   

Responsivitas  1.  Kepuasan serta 

pengetahuan dalam 5 

peserta PKH  

  2.  Saran atau masukan 

masyarakat terhadap 

program   

Ketepatan   1.  Ketetapan penerima 

dengan kriteria PKH  

  2.  Kesesuaian terhadap 

pelaksanaan PKH   

Sumber : Olahan Penulis, 2024  
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2.11 Kerangka Berpikir  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.   Efektiv itas   

2.   Efisien si   

3.   Kecuk upan   

4.   Pemera taan   

5.   Respon sivitas   

6.   Ketepa tan   

EVALUASI    

UARGA HARAPAN  PROGRAM KEL 

KH)  P (   

Untuk  mengurangi angka Kemiskinan   di Desa Gading Sari  

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar   
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BAB III  

METODE PENELITIAN   

  

3.1 Pendekatan Penelitian  

Adapun meitode i pe ineilitian yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah 

meitodei pe ine ilitian kualitatif de ingan pe indeikatan deiskriptif. Di mana peindeikatan 

kualitatif meirupakan suatu peineilitian yang ditujukan untuk me indeiskripsikan dan 

meinganalisis feinomeina, peiristiwa, aktivitas sosial, sikap, ke ipeircayaan, peirse ipsi, 

peimikiran orang seicara individual maupun ke ilompok. Peineilitian ini 

meinggunakan peinde ikatan deiskriptif, yaitu dimana data yang dikumpulkan 

umumnya beirupa uraian dan bukan angka, dalam be intuk deiskripsi dan gambar 

dari orang-orang yang beirsangkutan meinge inai ke igiatan eivaluasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pada peine ilitian ini, peineliti meingambil Fokus pada Evaluasi Kebijakan  

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Ke icamatan Tapung dan 

waktu Penelitian terhitung dari 06 Maret sampai 30 April 2024.   

3.3 Sumber Data  

  

a. Data primer  

Data Primeir meirupakan data yang dipeiroleih langsung dari lapangan 

atau teimpat meilakukan peineilitian. Sumbeir data dalam peineilitian ini 
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diambil deingan cara wawancara langsung ke ipada masyarakat peneirima 

Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat tidak penerima Program 

Keluarga Harapan (PKH), wawancara dan rise it deingan divisi Pe igawai 

Desa dan pendamping PKH di De isa Gading Sari Ke icamatan Tapung 

Kabupatein  

Kampar.    

b. Data Seikundeir   

Data seikundeir me irupakan data – data yang didapat dari sunbe ir bacaan 

dan beirbagai macam sumbe ir lainnya, seipe irti surat – surat pribadi, 

dokumein re ismi dan lain seibagainya. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini antara lain : wawancara langsung kepada masyarakat yang 

tidak menerima Program bantuan, Sejarah Desa, Demografi, Keadaan 

Sosial dan Ekonomi.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk meingumpulkan data dalam pe ineilitian ini, peineliti meinggunakan 

teiknik seibagai beirikut:    

a. Obseirvasi adalah cara dan te iknik peingumpulan data deingan 

meilakukan peingamatan dan peincatatan seicara sisteimatis teirhadap 

ge ijala-ge ijala atau feinomeina yang ada pada objeik peine ilitian.   

b. Wawancara adalah meirupakan salah satu  me itodei deingan 

peingumpulan data me ilalui komunikasi, yakni me ilalui kontak atau 

hubungan pribadi antar peingumpul data (peiwawancara) deingan 

sumbeir data (informan).  
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c. Dokumeintasi adalah peineilitian yang meinggunakan barang-barang 

teirtulis seibagai sumbeir data, misalnya buku-buku, dokume in, jurnal, 

peiraturan, dan lainnya.   

3.5 Informan Penelitian/ Narasumber  

  

Tabel 3. 1 Informan Penelitian  

No.  Narasumber  Jabatan  Alasan  

1.  M. Rohman,  

S.Psi  

Kepala Urusan bidang 

Kesejahteraan  

Sebagai Aparat Desa yang 

bertanggungjawab dalam 

mendaftarkan atau 

mengusulkan  penerima 

Program PKH   

2.  Mery Rozita, 

S.I.Kom  

Pendamping PKH  Sebagai  Pendamping  

Program PKH yang telah 

ditetapkan dari Pusat  

3.  Suryani  Ibu Rumah Tangga  Masyarakat Penerima PKH  

4.  Badriah  Ibu Rumah Tangga  Masyarakat Penerima PKH  

5.  Siti Nurjanah  Ibu Rumah Tangga  Masyarakat Penerima PKH  

6.  Yustika Rini  Ibu Rumah Tangga  Masyarakat Penerima PKH  

7.  Siti Halimah  Ibu Rumah Tangga  Masyarakat Penerima PKH  

8.  Saliyah  Ibu Rumah Tangga  Masyarakat Tidak  Penerima 

PKH  

9.  Julian  Serabutan  Masyarakat Tidak  Penerima 

PKH  

Sumber : Olahan Penulis, 2024  

  

3.6 Teknik Analisis Data  

Teiknik analisis data dalam pe ineilitian ini peinulis meinggunakan analisis 

deiskriptif kualitatif. Analisa yang pe inulis gunakan untuk meimbe irikan deiskripsi 

meinggunakan objeik pe ineilitian beirdasarkan data yang dipeirole ih dari subje ik yang 

diteiliti. Proseis analisa dimulai de ingan meineilaah kajian yang te irse idia dari 

beirbagai sumbe ir obse irvasi, wawancara, dan dokume intasi. Ke imudian 

meingadakan reiduksi data yaitu data-data yang pokok se irta disusun leibih 
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sisteimatis seihingga meinjadi data yang be inar-be inar teirkait deingan peirmasalahan 

yang diteiliti   

3.7 Uji Validasi Data  

Penelitian kualitatif memerlukan pengujian keabsahan data agar dapat 

dianggap sebagai penelitian ilmiah. Peneliti melakukan uji validasi data 

menggunakan triangulasi. William dalam (Suggyono, 2007) menyatakan bahwa 

triangulasi dalam pengujian reliabilitas diartikan sebagai peninjauan data dari 

sumber yang berbeda pada titik waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan 

triangulasi sumber informasi, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.  

1) Triangulasi sumber  

 Keandalan data diperiksa dengan Verifikasi data dari berbagai 

sumber. Peneliti menganalisis data yang  diperoleh dan menarik 

kesimpulan, mencari persetujuan (verifikasi anggota) terhadap ketiga 

sumber data.  

2) Triangulasi Teknik   

Untuk menguji reliabilitas data, data dibandingkan dengan sumber 

yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Validasi data 

dapat dilakukan misalnya melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.  

Apabila teknik pengujian reliabilitas data memberikan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber 
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data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar.  

3) Triangulasi waktu   

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi hari pada 

saat narasumber masih baru lebih terpercaya karena memberikan data 

yang lebih valid. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara, 

observasi, atau teknik lain untuk mengetahuinya pada waktu dan 

situasi yang berbeda. Apabila hasil pengujian menghasilkan data yang 

berbeda, maka pengujian diulangi sampai terdapat kepastian pada data 

tersebut.  
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM  

  

4.1 Sejarah Desa Gading Sari  

Desa Gading Sari merupakan daerah Eks Transimigrasi pada Tahun  

1990/1991 dengan Istilah Transmigrasi adalah UPT III / SEI GARO / Desa 

Gading Sari pada awalnya bernama Desa Latersia, Dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan cukup baik dan lancar, walau pada waktu itu sarana dan 

prasarananya belum memadai dan beberapa waktu kemudian dikumpulkanlah 

tokoh - tokoh masyarakat UPT III Sei Garo untuk musyawarah penetapan Nama 

Desa dan Nama  

Jalan setiap jalur yang akhirnya di beri nama Jalan Akasia (Jalan Flamboyan I s.d. 

JI. Akasia XV) Desa Latersia Kecamatan Siak Hulu.  

 Perubahan - perubahan di Desa Gading Sari yang dahulunya EKSTRANS, 

karena gigihnya Kepala UPT III Sei Garo yang bernama Setio Had yang didukung 

masyarakat sangat nampak, sebagai contoh: pada tahun 1991 karena masa 

pembinaan transmigrasi akan berakhir, untuk persiapan meniadi Desa Definitif 

maka dibentuklah kepanitiaan pelaksanaan Pilkades dan terpilihlah kepala Desa  

Sari yang pertama dengan masa Jabatan 8 tahun yang dijabat oleh Mohammad 

Tabrani. Setelah terpilih kepala desa terjadi sebuah kemajuan dengan didirikannya 

SMP Persiapan Latersia.  

Waktu berganti waktu seiring dengan perkembangan jaman Desa Gading  

Sari pun semakin berkembang, sebagai contoh Pembangunan Fasilitas Umum dan  
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Pasar Akasia 9 yang pada saat itu hanya Pasar Krempyeng (Pasar Sebentar) dan 

semakin maju 8 tahun kemudian setelah masa jabatan Kepala Desa I telah 

berakhir, dilaksanakanlah kembali pemilihan Kepala Desa untuk memilih Kepala 

Desa yang kedua ( II ) yaitu Bantu Tarigan.  

Waktu terus berjalan masa jabatan Kepala Desa yang kedua pun berkahir 

tetapi tidak ada proses demokrasi yang ke- III Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa Gading Sari pada tahun 2005 hanya dilakukan melalui kesepakatan 

masyarakat secara bersama bahwa Kepala Desa yang kedua diberikan 

kepercayaan untuk yang kedua kalinya memimpin Desa Gading Sari melalui surat 

pernyataan dari 20 RT yang ditanda tangani oleh masing-masing warga di 20 RT 

tersebut, dan dalam kiprahnya Pemimpin Desa yang terpilih pun terus memoles 

wajah Desa Gading Sari, terbukti dengan Pelaksanaan Pembagunan ruko baru dan 

sarana – sarana yang lain yang berdampak sosial ke masyarakatan dan pencepatan 

pengembangan perekonomian masyarakat.   

Waktu terus berjalan masa jabatan Kepala Desa yang ke III pun berkahir 

karena ada beberapa calon maka diadakanlah proses demokrasi yang ke- III 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gading Sari pada tahun 2018 berjalan 

dengan lancar dan terpilihlah Tasmanto Tarigan sebagi Kepala Desa Gading Sari    

periode 2018-2024. Di masa kepemimpinannya telah terjadi banyak 

perkembangan salah satunya adalah berdirinya PAUD KB. Nurul Yaqin dan 

didirikannya fasilitas umum yang baru seperti Gedung MDA, Gedung Serba Guna 

dan Semenisani Jalan Raya Sei Garo melalui dana APBD Kabupaten maupun 

Provinsi. Dan juga dibawah kepemimpinannya telah mengantarkan pula Desa 

Gading Sari menjadi Desa Nomor  



 

57  

2 (dua) se-Kabupaten Kampar dalam Lomba Desa se Kabupaten Kampar Tahun 

2013. Untuk mengingat Desa Gading Sari secara mudah telah diciptakan ikon 

makanan khasnya yang bernama D-Kla. D-Kla adalah salah satu makanan khas 

yang berasal dari kelapa muda. Selain itu Gading Sari juga memiliki populasi sapi 

sebanyak 560 eko ternak sapi, hal ini merupakan populasi ternak sapi yang besar 

di  

Kecamatan Tapung.  

4.2 Kondisi Demografi Desa Gading Sari  

 Desa Gading Sari termasuk kedalam Kecamatan Tapung yang menjadi bagian 

dari Kabupaten Kampar dan mempunyai batas-batas: sebelah Utara berbatasan 

dengan Desa Sumber Makmur sebelah Timur berbatasan dengan Desa  

Pantai Cermin dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Indrapuri dan sebelah  

Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Sawit.  

4.3 Luas Wilayah  

Luas Wilayah Desa Gading Sari sekitar 1.676 ha dari luas wilayah 

Kecamatan Tapung sekitar 136.597 ha. Kabupaten Kampar lebih kurang 

1.128.928 ha. Jarak dari ibu kota Provinsi lebih kurang 120 Km ditempuh dalam 

waktu kurang lebih 2 jam, dari ibu Kota Kabupaten kurang lebih 60 Km di 

tempuh dalam waktu 1 jam, jarak dari ibu kota kecamatan 35 km ditempuh dalam 

waktu 0,5 jam. secara administratif, wilayah Desa terdiri 4 (empat) Dusun, 5 RW 

dan 20 RT. Masingmasing Dusun terdiri dari: dusun 1 (RT 1 s/d 5), Dusun  II 

(RT. 06,07,08,15,16 dan 17), Dusun III (RT. 09,13) Dusun IV (RT, 014,18,19 dan 

20 ). Sebagian besar wilayah Desa Gading Sari merupakan daerah daratan yang 
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kondisi geografisnya tidak berada dalam dataran rendah, perbukitan, lereng, 

pegunungan, tepi pantai/pasir, kawasan rawa, kawasan gambut, daerah aliran 

sungai atau bantaran sungai. Desa Gading Sari memiliki temperature rata-rata 

harian 15-35°C dengan rata-rata curah hujan per bulan berkisar 271,6 mm/bulan, 

dan tingginya tempat dari permukaan air laut ; 50-65 mdpl.  

Secara Topografi Desa Gading Sari merupakan daratan yang datar 

sehingga sangat potensial bisa dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras 

yaitu kelapa sawit sebesar  460 ha sedangkan untuk lahan pertanian ( jagung, 

kacang tanah, kacang panjang, kangkung cabut, bayam cabut, cabe, terong, timun, 

dan gambas ) dan untuk peternakan ( sapi, kambing, ayam buras, ayam bukan ras, 

itik, entog )  

Jalan raya sebagian besar sudah bagus, dan jalan lingkungan Desa sudah 

mulai membaik meskipun masih ada yang rusak dan jalan tanah walaupunn 

dibeberapa tempat usdah ada yang dibangun rabat beton namun balum mampu 

untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat tidak kesulitan 

lagi dalam mengangkat hasil perkebunannya.  

4.4 Jumlah Penduduk Desa Gading Sari  

Penduduk Desa Gading Sari berasal dari berbagai daerah Eks 

Transimigrasi, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari 

suku Jawa sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan 

kearifan local yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa 

Gading Sari dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-

benturan antar kelompok masyarakat. Desa Gading Sari mempunyai jumlah 

penduduk 3.498 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1.791 jiwa, perempuan : 1.707 
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jiwa dan jumlah Kepala Keluarga : 888 KK yang terbagi dalam 4 ( empat ) Dusun, 

dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Gading Sari  

No.  Jenis Kelamin  Jumlah  

1.  Laki-laki  1.791  

2.  Perempuan  1.707  

  Jumlah  3.498  

Sumber : Desa Gading Sari  

  

4.5 Struktur Desa Gading Sari  

  Desa gading sari mempunyai struktur jabatan seperti gambar di bawah ini :  
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STRUKTUR DESA GADING SARI 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kepala Desa   

Tasmanto Tarigan   

Kepala Urusan  
Umum 

  

& Tata Usaha 
  

Yuli Riawah, S.Pd 
  

  

Sekretaris Desa   

Soegiharto   

Kepala  
Urusan  

Keuangan 
  

Sugiartik,SE 
  

Kepala Urusan  
Perencanaan 

  

R.Achmad Ali M 
  

Kepala Seksi  
Pelayanan 

  
Satria  

Prabowo,S.Kom 
  

Kepala Seksi Kes ra 
  

Muhammad  
Rohman,S.Psi 

  

Kepala Seksi  
Pemerintahan 

  

Rosiwati Tambunan,SH 
  

  

Kepala Dusun II   

Jamal   

  

Kepala Dusun I   

Yohanes Supriyadi   

  

Kepala Dusun III   

Heru   Elfianto   

  

Kepala Dusun IV   

Maycel H  

Sihombing   
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BAB VI  

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bahwa Proses pelaksanaan PKH belum 

sepenuhnya berjalan dengan optimal. PKH dibuat dengan tujuan untuk 

mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan, mengisyaratkan keluarga penerima 

untuk menyekolahkan anaknya, serta membantu perekonomian masyarakat.  

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Gading Sari 

belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa factor yang 

menjadi kendala. Dari segi efektifitas, Peneliti melihat bahwa tingkat 

efektifitasnya yang baik. Dari segi Efisiensi, dimana sudah maksimal sesuai 

dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Segi kecukupan, sejauh ini sudah dapat 

mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Segi pemerataan, pelaksanaan PKH 

di Desa Gading Sari dapat dikatakan belum merata. Segi Responsivitas, dimana 

sudah maksimal bagian Pihak Desa, Pendamping PKH, dan masyarakat 

mempunyai kesamaan dimana Pihak Desa dan Pendamping PKH terbuka untuk 

menerima setiap saran, masukan, bahkan keluh kesah yang disampaikan 

masyarakat dan semoga kedepannya kinerja para pengurus Program Keluarga 

Harapan lebih baik lagi kedepannya daripada sekarang. Segi ketepatan, dimana 

penerima belum tepat karena data yang digunakan dalam penentuan PKH masih 

data lama dan belum ada pembaharuan  
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data.  

Selanjutnya kesimpulan terkait dampak Program Keluarga Harapan yang 

mempunyai dampak positif dan negative. Dampak Positifnya yaitu dengan adanya 

bantuan Program ini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

dan bisa untuk memenuhi keperluan sekolah. Sedangkan dampak negativenya, 

yakni nama penerima tidak sesuai dengan kriteria penerima. Hal itu terjadi karena 

belum terbarunya data dari Pusat. Sehingga dengan adanya kesalahan data 

penerima sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.   

6.2 Saran  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut :  

1. Diharapkan  kedepannya  Pihak  Desa  tidak  melakukan 

 kegiatan  

diskriminatif terhadap pemilihan Peserta baru seperti memilih peserta baru  

yang tidak memenuhi kriteria penerima namun karena anggota 

keluarganya tetap didaftarkan atau namanya diusulkan. Sehingga dengan 

adanya kecurangan ini, keluarga yang lainnya yang harusnya layak 

menerima tidak terdaftar dan dapat melakukan Transparansi data 

sehingga tidak ada manipulasi data atau sebagainya.  

2. Diharapkan adanya komunikasi yang lebih baik lagi dalam memilih peserta 

baruantara pihak Desa dengan Masyarakat yakni dengan dilakukan  
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Musyawarah Desa (Musdes) setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya 

Musyawarah Desa, masyarakat, pihak Desa dapat menyampaikan keluh kesahnya 

dalam memilih peserta baru ataupun lama.  
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LAMPIRAN 1  

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA  

Judul Penelitian : Evaluasi Terhadap Program Keluarga Harapan ( PKH ) di  

Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  

Narasumber : Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan  

Pendamping PKH  

 Penerima Program PKH (5 Orang)  

 Tidak Penerima Program PKH (2 Orang)  

Draft Wawancara  

Variabeil  Indikator  Sub Indikator  

EIvaluasi   Program   

 Keluarga Harapan (PKH) di 

Deisa Gading Sari, 

Keicamatan Tapung  

Kabupatein Kampar   

EIfeiktivitas  3. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat 

Program PKH yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat 

Desa Gading Sari 

?   

4. Menurut Bapak/Ibu apakah 

merasa puas dengan adanya 

nominal bantuan program PKH? 

jika puas atau tidak berikan 

alasannya !  

  Efesiensi  3. Menurut Bapak/Ibu apakah 

besaran nominal yang diberikan 

PKH nominal membantu 

perekonomian masyarakat ? jika 

mencukupi 
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  biasanya dana itu dibelikkan 

untuk keperluan apa saja ?  

4. Menurut Bapak/Ibu apakah 

waktu proses pencairan dana 

dapat mempengaruhi 

perekonomian Bapak/Ibu ?  

5. jika proses pencairan lama, apa 

yang akan Bapak/Ibu lakukan ? 

apakah menghubungi para 

pendamping atau menunggu 

waktunya saja ?  

  Kecukupan  1. Menurut Bapak/Ibu apa saja 

yang terpenuhi kebutuhannya 

dengan adanya Program PKH ini 

?   

2. Menurut Bapak/Ibu apakah 

tercukupi perekonomian 

masyarakat? jika mencukupi 

biasanya dana itu dibelikkan 

untuk keperluan apa saja ?   

  Pemerataan  1. Menurut Bapak/Ibu apakah 

penerima program PKH yang 

ada di Desa Gading Sari ini 

sudah tepat sasaran dengan 

masyarakat yang berhak untuk 

menerimanya? dan apakah dana 

yang di berikan pemerintah 

selalu sesusai 
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  dengan ketentuan ynag telah 

ditetapkan Pemerintah   

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah 

merata dalam pelaksanaan PKH 

dalam memilih peserta ?   

  Responsivitas  3. Menurut Bapak/Ibu apakah 

sudah merasa puas/tercukupi 

dalam menerima Program 

PKH ini ?   

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui 

tentang sedikit banyaknya apa  

itu Program 

PKH yamg di berikan 

pemerintah untuk membantu 

perekonomian masyarakat ?   

5. Menurut Bapak/Ibu apakah ada 

saran atau masukan masyarakat 

terhadap Program 

PKH yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat ?   

  Ketepatan  1. Menurut Bapak/Ibu apakah 

penerima PKH sudah tepat 

sesuai dengan kriteria Penerima 

PKH ?   

2. Menurut Bapak/Ibu apakah 

Program PKH ini sudah sesuai 

dengan proses Pelaksanaan PKH 

atau pencairan PKH ?   

Sumber : Olahan Penulis, 2024  
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LAMPIRAN 2  

DOKUMENTASI  

 
(Muhammad Rohman, Pihak Desa yang bertanggung jawab Tentang PKH)  

  

   
(Merry Rozita, Sebagai Pendamping PKH Desa Gading Sari)  
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( Muhammad Rohman dan Satria, Dokumentasi dengan Pihak Desa )  

  

(Badriah,Yustika,Suryani, dan Siti Nurjanah, Dokumentasi setelah wawancara)  
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(Siti Nurhalimah, Dokumentasi setelah wawancara)   

 
(Kegiatan Sosialisasi setiap bulannya dengan KPM dan Pendamping PKH)  
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(Saliyah sebagai Tidak Penerima PKH)  

  

 
(Bapak Julian dan Istri, sebagai Tidak Penerima PKH)  

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


